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Abstract 
Marriage is based on a desire to build a family order and hereditary system. In 
the procedure of marriage is supported on the basis of the approval of the Balinese 
Customary party as well as the law that has been in force in the State of Indonesia. 
The Balinese Traditional Marriage Process embraced by the Balinese community is 
approved by the national and indigenous marriage law. In marriage, there will be an 
approach process with Philology as a reference or guideline on every balinese 
customary marriage activity as well as the Marriage Law that has been in effect in 
every region of Indonesia. This includes on the basis of an Indigenous Marriage in 
Bali with the legal process that has been in effect and followed by the reference 
approach of Philology Science.  
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Abstrak 
Perkawinan didasari atas keinginan untuk membangun tatanan keluarga dan 
sistem keturunan. Pada prosedur perkawinan didukung atas dasar persetujuan dari 
pihak Adat Bali serta Hukum yang telah berlaku di Negara Indonesia. Proses 
Perkawinan Adat Bali yang dianut oleh masyarakat Bali disetujui oleh ikatan Hukum 
Perkawinan yang sah secara Nasional dan Adat Bali. Dalam perkawinan akan 
terbentuknya proses pendekatan dengan Ilmu Filologi sebagai rujukan atau 
pedoman pada setiap aktivitas perkawinan adat Bali serta Hukum Perkawinan yang 
telah berlaku di setiap wilayah Negara Indonesia. Hal ini mencakup pada dasar 
sebuah Perkawinan Adat di Bali dengan proses hukum yang telah berlaku dan diikuti 
dengan acuan pendekatan Ilmu Filologi.  
 
Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Adat Bali, Ilmu Filologi 
 
 
PENDAHULUAN 
Perkawinan dalam Agama Hindu 
merupakan pondasi awal dalam 
membangun tatanan keluarga. 
Pandangan ini juga berlaku dalam 
Masyarakat Adat Bali yang unik 
dengan kekayaan budaya di 
dalamnya. Kekayaan warisan budaya 
harus tetap dijaga dan dilestarikan 
dengan tujuan agar kebudayaan 
tersebut bisa bertahan terus menerus 
mengikuti perkembangan jaman yang 
semakin modern. Hal ini tercipta dari 
asas kekeluargaan yang dapat 
membentuk identitas-identitas dari 
berbagai sistem kekeluargaan yang 
berada saat ini.  
Menurut Windia, dkk (2016: 14), 
terdapat tiga sistem kekeluargaan 
yang ada di Nusantara. Pertama 
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adalah sistem kekeluargaan patrilineal 
yakni sistem keturunan yang berasal 
dari bapak. Sistem ini dianut oleh Bali, 
Nias, Sumba dan Batak. Sistem kedua 
yakni sistem kekeluargaan matrilineal. 
Menurut sistem kekeluargaan ini, 
kekeluargaan dilacak dari garis ibu, 
sehingga anak yang lahir dari 
perkawinan akan mendapatkan garis 
kekeluargaan dari garis ibunya. Sistem 
tersebut dianut oleh Minangkabau, 
Sumatera Barat. Sistem ketiga yakni 
sistem parental (bilateral) yakni baik 
dari garis ibu dan bapak, dan sistem 
ini dianut oleh masyarakat Jawa, 
Sunda, Aceh, Kalimantan, dan lain-
lain. 
Penarikan garis keturunan yang 
mempengaruhi sistem kekeluargaan 
didasari oleh hukum, baik hukum 
negara maupun hukum adat. Di dalam 
sistem hukum tersebut, terdapat 
proses hukum perkawinan yang telah 
diatur di dalamnya. Berbicara 
mengenai hukum perkawinan adat Bali 
melalui pendekatan Ilmu Filologi tentu 
menjadi sangat menarik untuk 
dibahas. Terlebih hal yang sangat 
dekat pada kehidupan masyarakat, 
tentunya sangat berkaitan pada 
kebudayaan, tradisi, seni, adat dan 
berbagai keragaman di dalamnya. 
Pendekatan Ilmu Filologi berpijak dari 
sumber sastra secara ilmiah yang 
dapat dikaji melalui studi bahasa atau 
ilmu bahasa (linguistik). Melalui 
pendekatan Ilmu Filologi, maka dapat 
didekatkan terhadap bidang yang lain, 
salah satunya dapat didekatkan 
dengan bidang Hukum. Hukum identik 
dengan peraturan yang telah 
terstruktur, baku, tegas dan dapat 
diaplikasikan pada masyarakat. Kajian 
secara Filologi dengan kajian Hukum 
tentu berbeda, namun dapat 
dikolaborasikan dengan pendekatan 
secara sosio legal. Pendekatan 
dengan menggunakan sosio legal 
lebih ideal sesuai dengan aturan jalur 
hukum yang ada dan sangat berkaitan 
dengan proses hukum maupun sistem 
hukum. Pendekatan ini dapat dibantu 
oleh Ilmu Filologi sebagai acuan dalam 
mengaplikasikan Hukum pada proses 
Perkawinan Adat Bali yang kini masih 
kental pada masyarakat Bali akan 
tradisi, seni dan budaya Bali. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka 
dapat dikaji secara mendalam untuk 
mendekatkan Ilmu Filologi Pada 
Hukum Perkawinan Adat Bali. 
 
PEMBAHASAN 
A. Dasar Pokok Hukum Perkawinan 
Adat Di Bali 
Keberadaan hukum adat Bali 
tidak terlepas dengan pokok-pokok 
utama yakni dengan mengupayakan 
masyarakat Bali untuk berusaha 
menegakkan keseimbangan 
hubungan antara warga masyarakat 
itu sendiri. Upaya keseimbangan 
tersebut termuat dalam konsep 
Hindu yakni Tri Hita Karana yang 
dapat mengharmoniskan tiga 
penyebab diantaranya 
menyeimbangan lingkungan, 
mengharmoniskan sesama manusia 
dan mengharmoniskan kepada 
Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi 
Wasa. Konsep tersebut tentunya 
telah terpolakan bagi masyarakat 
umat Hindu di Bali. Hubungan-
hubungan antar warga tersebut 
membuat susunan kemasyarakatan 
adat Bali akan terlihat murni yang 
diwadahi oleh "desa adat". Tanpa 
adanya persetujuan dari desa adat, 
krama banjar dan lingkungan di 
rumah, tidak akan diizinkan 
melakukan berbagai prosesi 
upacara Bali. Salah satu upacara 
yang sering dilakukan pada 
masyarakat Bali, ketika ingin 
memiliki keturunan seorang perlu 
melakukan upacara yang bernama 
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pawiwahan atau perkawinan dan 
harus mengikuti peraturan hukum 
perkawinan adat Bali. 
Perkawinan sangat berarti bagi 
kita semua yang ingin memiliki 
keturunan, bagi masyarakat Bali 
perkawinan memiliki kedudukan 
yang tinggi. Perkawinan dalam 
agama Hindu diharapkan menjadi 
sebuah hubungan yang kekal bagi 
suami dan istri. Istilah perkawinan 
dalam sastra dan Kitab Hukum 
Hindu (Smriti) disebut WIWAHA. 
Hal ini dapat mengubah status 
hukum seseorang yang semula 
dianggap "belum dewasa" dengan 
berlangsung-nya perkawinan, dapat 
menjadi "dewasa" atau yang semula 
dianggap anak muda (deha) dengan 
perkawinan akan menjadi suami istri 
(alaki-rabi), dengan berbagai 
konsekuensi yuridis dan sosiologis 
yang menyertainya. Dengan 
demikian, perkawinan memiliki arti 
penting sehingga dapat 
dilangsungkan sesuai dengan 
persyaratan yang telah ditentukan 
dalam Hukum Negara dan Hukum 
Adat. Pada persyaratan Hukum 
Negara telah diatur dalam UU 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan untuk mendapatkan 
akte perkawinan, sebagai bukti 
otentik bahwa perkawinan telah 
dilangsungkan sesuai aturan yang 
berlaku, sedangkan persyaratan 
Hukum Adat ditentukan 
berdasarkan tata cara yang 
dipenuhi oleh calon pengantin, baik 
berhubungan dengan bentuk 
perkawinan. Apabila persyaratan   
tidak terpenuhi, akan memunculkan 
berbagai masalah seperti: 
perkawinan tidak diakui oleh 
masyarakatnya, perkawinan dapat 
dibatalkan atau batal demi hukum 
yang berlaku. (Wayan P. Windia, 
2014) 
Pada Perkawinan Adat Bali 
dalam hukum adat (dresta) Bali, 
terbentuk menjadi dua bagian 
diantaranya: 1) Perkawinan Biasa 
(Mepandik), merupakan perkawinan 
antara pihak laki-laki berstatus 
purusa, dan pihak perempuan 
berstatus pradana. Purusa dalam 
pengertian ini adalah sebagai 
pelanjut keturunan dalam keluarga. 
Ini merupakan jenis perkawinan 
yang termasuk perkawinan biasa. 
Perkawinan ini dilakukan dengan 
cara meminang atau melamar 
perempuan tersebut dan disetujui 
oleh kedua belah pihak keluarga. 2) 
Perkawinan Nyeburin atau 
Nyentana merupakan perkawinan 
dari pihak perempuan sebagai 
purusa, sedangkan mempelai laki-
laki yang berstatus pradana. Pada 
awalnya, perkawinan nyeburin 
dilakukan dalam upaya untuk 
mencegah putusnya garis 
keturunan dalam keluarga, tetapi 
perkembangan selanjutnya adalah 
untuk tetap mempertahankan anak 
perempuan tersebut dalam 
keluarga. Namun dalam 
pelaksanaannya ternyata terdapat 
banyak sekali jenis-jenis 
perkawinan adat Bali baik yang 
masih dilakukan, sampai yang tidak 
lagi dilakukan. Adapun macam-
macam perkawinan adat Bali 
diantaranya: Perkawinan Nyerod, 
Perkawinan Mepandik, Perkawinan 
Jejangkepan, Perkawinan 
Nyangkring, Perkawinan Ngodalin, 
Perkawinan Tetagon, Perkawinan 
Ngunggahin, Perkawinan 
Melegandang dan Perkawinan 
Padagelahang. Perkawinan Adat 
Bali selalu dilakukan dengan 
upacara pengagungan kepada 
Tuhan sebagai Sang Pencipta, agar 
diberkati keselamatan dan 
kerahayuan selama mengarungi 
PROSES HUKUM PERKAWINAN ADAT BALI DENGAN PENDEKATAN ILMU 
FILOLOGI……………………………………………..……... (I Nyoman Subrata, 99-110) 
 
 
 
102 
 
 
bahtera rumah tangga. Tahapan 
perkawinan dilakukan di rumah 
mempelai laki-laki dan dalam 
pelaksanaan upacara perkawinan 
semua biaya yang dikeluarkan 
untuk acara tersebut menjadi 
tanggung jawab pihak keluarga 
laki–laki. 
Sistem kekeluargaan yang 
berlaku dalam suatu masyarakat 
adalah kunci untuk dapat 
memahami persoalan yang menjadi 
pada ruang lingkup hukum 
keluarga, terutama dalam hubungan 
dengan perkawinan dan waris. 
Sistem kekeluargaan di sini 
diartikan sebagai cara menarik garis 
keturunan, sehingga dapat diketahui 
dengan siapa seseorang 
mempunyai hubungan hukum 
kekeluargaan. Secara umum ada 
tiga sistem kekeluargaan 
diantaranya: sistem kekeluargaan 
patrilineal, sistem kekeluargaan 
matrilineal, dan sistem 
kekeluargaan parental. Namun 
dalam masyarakat Bali banyak yang 
menganut pada sistem 
kekeluargaan patrilineal atau 
kebapaan yang lebih dikenal luas 
dalam masyarakat Bali dengan 
istilah kapurusa atau purusa. 
Sebagai konsekuensi dianutnya 
pada perkawinan ini, bahwa istri 
yang telah di lamar akan masuk dan 
menetap ke dalam lingkungan 
keluarga suaminya serta seorang 
anak laki-laki dipandang 
mempunyai kedudukan yang lebih 
utama dibandingkan anak 
perempuan. Akibatnya, pasangan 
suami istri yang belum dikaruniai 
anak laki-laki sering merasa belum 
memiliki keturunan. Maka tujuan 
dari sebuah perkawinan menurut 
ajaran Hindu adalah untuk 
mendapatkan anak atau keturunan 
yang berguna untuk menebus dosa-
dosa orang tuanya.  
 Pasal 161 pada Buku IX 
Manawa Dharmasastra 
menyebutkan bahwa anak di  
umpamakan sebagai perahu yang 
akan mengantarkan seseorang 
yaitu roh yang sedang menderita di 
neraka. Dalam rangka 
menyelamatkan orang itu, 
seseorang anak dengan segala 
akibatnya harus mempunyai putra 
dan bila tidak berputra harus 
menggantikannya dengan anak 
yang lain. Keluarga yang menderita 
di akhirat adalah roh-roh leluhur 
yang terkatung-katung di neraka 
sebelum dilakukan pitra yadnya 
oleh cucu atau putranya (Gde Pudja 
dan Tjok Rai Sudarta, 1978: 572). 
 
B. Proses Pendekatan Antara 
Hukum Perkawinan Adat Bali 
dengan Pendekatan Ilmu Filologi 
Menurut Gde Puja (1975: 15) 
mengemukakan bahwa perkawinan 
menurut umat Hindu adalah ikatan 
antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan sebagai suami 
istri dalam rangka mengatur 
hubungan seks yang layak guna 
mendapatkan keturunan anak laki-
laki dalam rangka menyelamatkan 
arwah orang tuanya. Ketika telah 
melangsungkan perkawinan 
pasangan suami istri ini akan 
disebut sebagai alakirabi, 
masomahan, atau makurenan. 
Kuren, somah, rabi, dapat berarti 
suami atau istri. Suami disebut juga 
raka dan istri biasanya dipanggil rai. 
Raka-rai dapat berarti suami istri 
dalam kehidupan masyarakat Hindu 
di Bali. 
Dalam kitab Manawa 
Dharmasastra (kitab hukum Hindu) 
dikenal dengan delapan cara dalam 
melangsungkan perkawinan. 
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Menurut kuna dresta (kebiasaan 
pada masa yang lampau) dikenal 
perkawinan dengan cara adung-
adungan atau kejangkepan 
(dijodohkan) dan perkawinan 
dengan cara melegandang 
(menculik dan melarikan gadis). 
Diantara delapan cara untuk 
melangsungkan perkawinan seperti 
yang dapat dijumpai dalam kitab 
Manawa Dharmasastra, cara 
brahma, daiwa, rsi, dan prajapati, 
diyakini dapat melahirkan putra 
gemilang (suputra). Betapa 
pentingkan kehadiran seorang 
suputra dapat dilihat dari apa 
tertuang dalam kitab Slokantara 
pada berikut ini. "Membuat telaga 
untuk umum lebih baik dari 
menggali seratus sumur. Melakukan 
yadnya (korban suci) itu lebih baik 
mutunya dari membuat seratus 
telaga. Mempunyai seorang putra 
lebih baik dari pada melakukan 
seratus yadnya. Dan menjadi 
manusia setia itu jauh lebih tinggi 
mutu dan gunanya dari pada 
mempunyai seratus putra" 
(Sudharta, 1997: 15). Dalam 
kenyataannya, delapan cara 
melangsungkan perkawinan 
sebagaimana dikemukakan di atas 
kurang dikenal dalam kehidupan 
bermasyarakat adat di Bali. 
Demikian pula halnya dengan 
perkawinan dengan cara adung-
adung atau kejangkepan 
(dijodohkan) dan perkawinan 
dengan cara melegandang 
(menculik dan melarikan gadis). 
Zaman sekarang, umumnya 
pasangan calon pengantin memilih 
salah satu di antara dua cara 
melangsungkan perkawinan 
menurut Hukum Adat Bali, yaitu 
perkawinan dengan cara memadik 
(memindang) dan perkawinan 
dengan cara ngerorod (lari 
bersama). 
Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka dapat dikaitkan dengan proses 
pendekatan secara Hukum Adat Bali 
dengan menggunakan kajian berbasis 
Ilmu Filologi. Caranya adalah melalui 
pemanfaatan Ilmu Filologi sebagai 
ilmu bantu dalam Hukum Perkawinan 
Adat Bali yang di dasari pada naskah 
Nusantara yang terekam dalam adat 
istiadat Bali. Kajian ini memerlukan 
ketersediaan teks atau naskah dan 
juru perawi atau orang yang dapat 
membacanya dan memahami akan isi 
teks tersebut. Dengan demikian 
khazanah sastra Nusantara dapat 
memberikan kontribusi untuk kajian-
kajian Hukum sehingga kajian 
semacam ini mampu memberikan 
perspektif baru yang lebih 
menggambarkan bagaimana peraturan 
atau kewenangan dalam aturan 
perundang-undangan dari sisi 
masyarakat adat. Istilah "undang-
undang" sendiri telah ada pada 
Masyarakat Melayu.  Penduduk Pulau 
Jawa sering menyebutkan peraturan 
ini sebagai angger-angger yang 
disebut sama juga sebagai undang-
undang. Undang-Undang sebetulnya 
telah terbentuk dan telah beredar pada 
masyarakat dalam sistem kerajaan 
tempo dulu yang dibuat oleh raja 
sebagai penguasa. Penulisan 
peraturan pun sangat berbeda dari 
jaman dahulu dengan masa sekarang. 
Saat ini peraturan hukum sangat 
dipengaruhi oleh persepsi hukum dari 
kacamata Barat. Sesungguhnya 
merupakan perjalanan panjang dari 
peraturan jaman dahulu yang penuh 
berisikan nilai-nilai budaya setempat 
sampai pada akhirnya lahir beragam 
peraturan baru yang di bentuk oleh 
Presiden pertama sampai saat ini.  
Salah satu bentuk sistem sistem 
peraturan atau hukum tempo dulu 
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yang masih hidup oleh masing-masing 
kampung atau desa setempat adalah 
Hukum Adat Bali. Cakupannya adalah 
berbagai peraturan yang telah 
dibentuk oleh masyarakat Bali khusus 
untuk masyarakat Bali dalam 
menyelenggarakan kegiatan 
kehidupan sehari-hari maupun juga 
dalam hal penarikan garis keturunan 
dan perkawinan. 
Terkait dengan berlakunya Hukum 
Adat Bali, dengan demikian, Undang-
Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 
tidak 100% berjalan efektif di Bali. 
Beberapa ketentuannya yang berjalan 
kurang efektif, misalnya mengenai 
"pendaftaran pada penjabat yang 
berwenang, sebelum melangsungkan 
perkawinan". Pada Pasal 2 Ayat (1) 
UU No. 1/1974 menentukan bahwa 
"perkawinan dikatakan sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya". 
Ayat (2) menentukan bahwa "tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku". 
Dalam hubungan dengan percatatan 
perkawinan, pasal (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 
menentukan bahwa "setiap orang yang 
akan melangsungkan perkawinan 
memberitahukan kehendaknya itu 
kepada Pegawai Percatatan di tempat 
perkawinan yang akan 
dilangsungkan". Berdasarkan Ayat (1) 
menentukan bahwa "pemberitahuan 
tersebut dalam Ayat 1 dilakukan 
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari 
jam kerja sebelum perkawinan 
dilangsungkan". Sedangkan Ayat (2) 
menyatakan secara empiris 
(khususnya di Bali), ketentuan "tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku", seperti yang tertuang dalam 
ketentuan diatas, sampai sekarang 
belum berjalan secara efektif soal 
pencatatan ini. Penyebabnya, karena 
ada tradisi perkawinan ngerorod 
(kawin lari bersama). Pada kasus 
perkawinan yang dilaksanakan secara 
ngerorod, maka pengantin 
konsekwensinya tidak dapat 
melakukan pendaftaran sesuai 
disyaratkan dalam Undang-Undang 
tersebut. Dalam hubungan ini, maka 
ketentuannya hanya didasarkan pada 
"perkawinan dikatakan sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya". 
Walapun Negara mengatur syarat 
sahnya perkawinan dalam UU No 1 
Tahun 1974 harus memenuhi soal 
pencatatan, bagi umat Hindu, 
perkawinan dianggap sah setelah 
melaksanakan upacara agama sesuai 
dengan ajaran agama Hindu. 
Diungkapkan I Gusti Ketut Kaler 
(1983), perkawinan dianggap sah, 
apabila dalam pelaksanaannya 
memenuhi tri upasaksi (tiga 
kesaksian), yang terdiri dari: (1) Bhuta 
saksi, yakni bersaksi kepada 
bhutakala, dengan menggunakan 
upacara tertentu sesuai ajaran Hindu. 
(2) Manusa saksi, yakni disaksikan 
oleh keluarga dan masyarakat yang 
ditandai kehadiran prajuru atau 
perangkat pimpinan desa pakraman 
dan suaran kulkul atau bunyi 
kentongan. (3) Dewa saksi yakni 
bersaksi kepada Tuhan, dengan 
menggunakan upacara tertentu sesuai 
ajaran agama Hindu.  
Setelah hal tersebut 
dilaksanakan, maka barulah dapat 
dilaksanakan pencatatan atau 
pembuatan akte perkawinan bagi 
sepasang suami istri yang telah 
memenuhi syarat sahnya 
perkawinan. Tindakan pencatatan 
ini dilakukan oleh Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
(DISDUKCAPIL) setempat sesuai 
dengan aturan di dalam Undang-
Undang  Perkawinan No 1 Tahun 
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1974. Pencatatan perkawinan dan 
akte perkawinan sangatlah penting 
bagi yang melakukan prosesi 
perkawinan, selain untuk memenuhi 
tuntunan undang-undang 
perkawinan, sekaligus juga untuk 
memudahkan dalam pembuktian 
yang telah terjadi pada prosesi 
perkawinan tersebut. Pembuktian ini 
diperlukan dalam rangka membuat 
akte kelahiran bagi anak-anak yang 
akan dilahirkan dari perkawinan 
tersebut. Akte perkawinan bagi 
sepasang suami istri yang memilih 
bentuk perkawinan biasa, akan 
dibuat dengan tata cara pembuatan 
dan format akte perkawinan yang 
berlaku secara nasional. 
 Dengan demikian terdapat 
beberapa pendekatan dalam rangka 
menerangkan dan menilai Hukum 
yang  berlaku di dalam Perkawinan 
Adat Bali, diantaranya : 1) 
Pendekatan mimetik yakni 
menonjolkan aspek-aspek referensi, 
acuan naskah/teks yang berkaitan 
dengan dunia nyata, 2) Pendekatan 
pragmatik yakni menonjolkan 
pengaruh akan peristiwa yang 
terjadi pada naskah/teks melalui 
pembacaan atau pendengaran 
secara langsung, 3) Pendekatan 
ekspresif yakni menonjolkan 
penulisan atau pencipta yang 
mampu menuangkan fakta yang 
terjadi pada naskah/teks tersebut, 
4) Pendekatan objektif yakni 
menonjolkan naskah/teks sebagai 
struktur otonom, melepaskan dari 
ikatan latar belakang sejarah dan 
meniatkannya untuk menuliskannya 
kembali secara apa yang telah 
dilihat secara langsung. 
Berdasarkan pemaparan 
pendekatan tersebut, maka 
pendekatan bukan hanya untuk 
mencari titik terang atau 
kebenarannya saja, melainkan 
untuk dapat dikompilasi secara 
seksama dan dapat dijadikan ilmu 
baru. Tanpa melalui empat 
pendekatan tersebut, tentunya tidak 
dapat menemukan titik terang dari 
secara langsung maupun tidak 
langsung. Titik terang secara 
langsung bersumber pada aktivitas-
aktivitas yang terjadi dalam proses 
Perkawinan Adat Bali, sedangkan 
titik terang secara tidak langsung 
bersumber dari aspek-aspek 
pedoman atau aturan yang 
digunakan dalam melakukan 
Perkawinan Adat Bali yang disetujui 
oleh pihak adat dan Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
(DISDUKCAPIL). Hal ini dapat 
komparasi dengan Ilmu Filologi 
yakni sebagai ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang sastra-
sastra dalam arti luas yakni 
mencakup pada bidang 
kebahasaan, kesusastraan, dan 
kebudayaan pada Perkawinan Adat 
Bali sesuai tradisi, istiadat dan 
pedoman pelaksanaan sesuai 
kesepakatan krama banjar. Melalui 
pendekatan Ilmu Filologi, maka 
kebiasaan yang terjadi di adat 
istiadat Bali dapat diungkap, 
dipelajari, dianalisis, dan 
disesuaikan mengikuti dinamika dan 
kondisi daerah setempat, di mana 
masyarakat Bali masih menganut 
dan melaksanakan kepercayaan 
akan tradisi budaya secara turun-
temurun.  
 
C. Implementasi Hukum Perkawinan 
Adat Bali dengan Ilmu Filologi 
pada kehidupan Masyarakat Bali 
Kehidupan masyarakat Bali 
tidak akan pernah lepas dengan 
kekayaan seni budaya Bali. Dari 
sejarah, tradisi, bahkan ritual 
upacara yang kerap dilakukan 
setiap saat, inilah simbol keunikan 
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yang ada di kehidupan masyarakat 
Bali. Apalagi Bali memiliki prosesi 
perkawinan yang sangat unik dan 
sakral untuk dilakukan bagi 
masyarakat Bali. Maka dari itu, 
masyarakat Bali membuat sebuah 
Hukum Perkawinan Adat Bali 
khusus bagi pemeluk Agama Hindu 
di Bali. Dengan hal tersebut, maka 
dapat di hubungkan antara Ilmu 
Filologi dalam penerapan 
Perkawinan Adat Bali pada tradisi 
masyarakat Bali. Ilmu Filologi 
sebagai penunjang dalam sastra-
sastra aturan ajaran agama Hindu 
pada Hukum Perkawinan Adat Bali, 
sebagaimana mestinya yang telah 
dijelaskan dalam Kitab Suci 
Manawa Dharmasastra dan 
Slokantara sebagai aturan baku 
untuk melakukan perkawinan 
secara prosesi agama Hindu. 
Dalam runtunan ini memang 
tidak banyak orang mengetahuinya, 
apalagi jarang sekali orang bisa 
membaca atau memahami akan 
sastra agama Hindu pada salah 
satu kitab suci Veda yakni Manawa 
Dharmasastra. Perkawinan 
mempunyai hubungan identik 
dengan hukum agama yang 
bersumber pada Kitab Suci 
sebagaimana diuraikan dalam 
Manawa Dharmasastra buku IX. 96 
: "Prajanartha striah srstah, 
Samtanartham ca manawah, 
Tasmat sadharano dharmah, Crutau 
pratnya sahadiah" Artinya: Untuk 
menjadi ibu, perempuan itu 
diciptakan, untuk menjadi ayah laki-
laki diciptakan, karena itu upacara 
keagamaan ditetapkan dalam Veda 
untuk dilaksanakan oleh suami 
bersama-sama dengan istrinya 
(Pudja, 1995:551). 
Perkawinan menurut ajaran 
Hindu adalah yadnya sehingga 
orang yang memasuki ikatan 
perkawinan akan menuju gerbang 
grhastha. Kata Grhastha, berasal 
dari grh yang artinya rumah. Jadi 
Grhastha artinya masa berumah 
tangga. Masa berumah tangga ini 
dimulai dengan perkawinan 
(wiwaha), masa hidup yang kedua 
setelah Brahmacari. grhastha 
Asrama merupakan lembaga suci 
yang harus dijaga keberadaan serta 
kemuliaannya. Lembaga suci ini 
hendaknya dilaksanakan dengan 
kegiatan yang suci pula seperti 
melaksanakan dharma agama dan 
dharma negara termasuk 
didalamnya pelaksanaan Panca 
Maha Yadnya. 
Di dalam naskah Agastyaparwa 
diuraikan perkawinan adalah 
…..grhastha ta pwa sira, manak 
madruwenya hulun, ityawawadhi 
manguhaken kayekadharma 
yathasakti … artinya grhastha, 
bersuami istrilah mereka, 
mempunyai anak, memupuk 
kebajikan yang berhubungan 
dengan pembinaan diri pribadi 
(kayika dharma) dengan kekuatan 
yang ada padanya (yathasakti). 
Wiwaha atau perkawinan ini 
bermakna sepasang manusia 
mengikatkan diri secara lahir batin, 
dengan landasan saling mencintai, 
mengasihi untuk saling membantu, 
membagi suka dan duka yang 
disahkan melalui upacara 
keagamaan dan hukum yang 
berlaku. Dalam menginjak 
perkawinan atau menuju grhastha 
diperlukan tiga prilaku untuk 
dijadikan landasan dalam 
melaksanakan kewajiban 
diantaranya: 1) Dharma ialah 
aturan–aturan yang harus 
dilaksanakan dengan kesadaran 
yang berpedoman pada Dharma 
Agama dan Dharma Negara, 2) 
Artha ialah segala kebutuhan hidup 
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berumah tangga untuk 
mendapatkan kesejahteraan yang 
berupa materi dan pengetahuan, 
dan 3) Kama ialah rasa kenikmatan 
yang telah diterima dalam 
berkeluarga sesuai dengan ajaran 
agama Hindu. Selain itu, adapun 
nilai perkawinan yang dapat 
diterapkan dalam kehidupan 
masyarakat Bali, yakni : 1) Dari 
orang yang dipimpin pada masa 
remaja menjadi orang yang 
memimpin sebagai bapak atau ibu 
rumah tangga, dan 2) Dari orang 
yang berkonsumsi (meminta,  atau 
menerima) menjadi orang yang 
memproduksi (menghasilkan) 
segala kebutuhan hidup. 
Dengan demikian sangat jelas 
bahwa, masa grhastha atau masa 
setelah perkawinan, tentunya 
seseorang yang telah 
melaksanakan hal tersebut menjadi 
orang yang sangat sibuk atas 
segala aktivitas-aktivitas yang 
terjadi di dalam kehidupan 
bermasyarakat Bali. Setiap aktivitas 
tersebut, apapun nilai–nilai yang 
terkandung pada kehidupan 
masyarakat Bali dalam bentuk 
kegiatannya berupa : 
1)  Kegiatan jasmani yaitu 
kehidupan duniawi yang meliputi 
pengumpulan artha sebanyak–
banyaknya, mencari ilmu seluas–
luasnya, menata pergaulan sebaik– 
baiknya sesuai dengan Tri Hita 
Karana. 
2)      Kegiatan rohani yaitu 
melaksanakan Panca Yadnya, 
dalam bentuk kebahagiaan dari 
jasmani dan rohani yang perlu 
dituangkan untuk yadnya sebagai 
kewajiban untuk mencapai Subha 
Karma, hal tersebut tentunya tidak 
berarti bagi seluruh artha harus 
dilimpahkan untuk yadnya, tetapi 
semua itu telah memasuki aturan 
prilakunya. 
Masa Perkawinan inilah yang 
harus menjadi pusat perhatian bagi 
umat Hindu, sebagaimana mestinya 
seorang keluarga yang telah 
melewati perkawinan Hukum Adat 
Bali, perlu di tuntun dengan hidup 
dalam kesadaran sujud kepada Ida 
Sang Hyang Widhi/Tuhan, bebas 
dari keterikatan duniawi (awidya), 
giat bekerja dan sadar beryadnya. 
Dengan pedoman tersebut tidak 
akan terjadi kehidupan berkeluarga 
yang bersifat kebodohan, malas, 
pemboros, bahkan melupakan 
leluhur. Sebab untuk menjadi suatu 
keluarga Hindu yang sempurna 
perlu ikatan dari Tri Hita Karana. 
Jadi perkawinan merupakan ikatan 
lahir batin, baik didukung dari 
sekala maupun niskala didasari oleh 
pasangan suami istri yang 
menginginkan kemakmuran 
keluarga. Disamping itu antara laki 
dan perempuan, di dalam 
kehidupan berumah tangga 
diajarkan untuk hidup bersama 
dalam suka maupun duka, 
perempuan dipuja bagaikan dewi 
sedangkan laki-laki hendaknya 
melakukan 
pengorbanan/pengendalian diri 
demi keutuhan dan kebahagiaan 
keluarga. Sebagaimana diuraikan 
dalam Manawa Dharmasastra 
XI.26. : "prajanartham maha bhagah 
purjane grhadip, sayah sriyacca 
gahesu na wiseso kaccana", artinya 
sama sekali tidak ada bedanya 
antara Sri Dewi (dewi kemakmuran) 
dengan istri dirumah yang 
dikawinkan dengan tujuan 
mempunyai keturunan membawa 
kebahagiaan, yang layak dipuja 
sebagai pelita rumah tangga. Dalam 
Yajurveda VII.4 juga menguraikan 
bahwa "wahai mempelai laki-laki 
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lakukanlah yajnya (pengorbanan) 
yang akan mengantarkan 
keluargamu mencapai kebahagiaan 
dan perkawinan yang penuh 
anugrah, senantiasa berbaktilah 
kepada Brahman, berikanlah 
kegembiraan kepada semua 
mahluk". Jadi, berkaitan dengan 
proses perkawinan semua keluarga 
harus menyayangi perempuan 
dalam keluarga itu, jika hal tersebut 
tidak dilakukan, maka keadaan 
rumah tangga akan mengalami 
kehancuran. 
Berdasarkan hal tersebut, maka 
jelas bahwa Ilmu Filologi adalah 
pengetahuan yang dapat 
mendekatkan diri dari berbagai 
pandangan atau sudut dalam konteks 
sastra-sastra atau kebudayaan. 
Konteks sastra tersebut dapat dilihat 
dari teks atau naskah yang masih 
melekat dan dijadikan pacuan atau 
pedoman dalam setiap prosesi ritual 
Upacara Perkawinan Adat Bali, 
berdasarkan Hukum Adat Bali. 
Penyebaran teks atau naskah tersebut 
dapat di teliti dari berbagai ilmu yang 
digunakan untuk menyelidiki akan 
kesahihan data yang didapatkan 
tersebut. Data yang diperoleh berasal 
dari proses panjang untuk menyelidiki 
hasil atau bukti otentik yang telah 
dianalisis dari berbagai peninggalan 
sejarah kebudayaan tersebut. Ilmu 
Filologi merupakan cabang ilmu yang 
digunakan untuk menjaring setiap 
aktivitas-aktivitas atau prilaku yang 
dilakukan manusia untuk memperoleh 
investigasi pada suatu objek atau 
fenomena yang telah terjadi. Dalam 
Ilmu Filologi ini, terdapat metode yang 
digunakan untuk menganalisis 
Perkawinan Adat Bali dari sisi Hukum 
Adat Bali. Salah satu metode telaah 
atau analisisnya adalah dengan 
mengamati Upacara atau ritual yang 
masih kental akan tradisi serta 
kebudayaan yang dimiliki Masyarakat 
Bali. Kemudian dilanjutkan dengan 
metode pencatatan dan observasi 
yang telah di temukan dari berbagai 
aktivitas-aktivitas yang dilakukan 
selama prosesi Upacara Perkawinan 
Adat Bali berlangsung. Metode lainnya 
adalah dengan cara mengamati 
berbagai gaya bahasa teks atau 
naskah yang telah didapatkan untuk 
dijadikan acuan dalam melakukan 
prosesi Perkawinan Adat Bali dengan 
aktivitas kehidupan masyarakat Bali 
melalui pedoman Hukum Adat Bali. 
Naskah atau teks yang dapat diambil 
dari Ilmu Filologi ialah Kitab Suci Veda 
yakni dari Manawa Dharmasastra, 
Yajur Veda dan Slokantara sebagai 
pertimbangan sastra yang telah 
ditemukan. 
Bagi umat Hindu perkawinan 
dianggap sah, apabila telah 
dilaksanakan upacara (ritual). 
Pembersihan diri (mabyakaon) dan ini 
sudah menjadi yurisprudensi. Gde 
Pudja, MA menyebutkan bahwa : 
“menurut tradisi di Bali, suatu 
perkawinan menurut Hukum Adat Bali 
sudah dapat dinyatakan sah setelah 
upacara “beyakala atau beyakaon” itu 
dilakukan di natar atau didepan 
sanggar” (Benny, 1980 : 24). Upacara 
pabyakaonan sangat banyak 
digunakan dalam upacara manusa 
yadnya selain upacara perkawinan, 
seperti metatah, mawinten, menek 
kelih (raja sewala) dan upacara 
lainnya. Upacara perkawinan pada 
intinya ialah untuk pembersihan diri 
atau untuk menghilangkan perasaan 
kotor pada diri manusia dan kehadiran 
saksi tak mutlak dalam upacara ini. 
Dalam upacara perkawinan hadirnya 
saksi merupakan syarat mutlak, 
dimana pada umumnya hadirnya saksi 
tersebut merupakan kewajiban bagi 
pihak mempelai laki–laki (purusa) 
memanggil saksi untuk menyaksikan 
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perkawinan mereka. Apabila tidak ada 
saksi maka perkawinan tersebut 
dianggap tidak sah. Sehingga menurut 
Hukum Adat Bali perkawinan tersebut 
dianggap tidak sah dan tidak dapat 
perlindungan hukum terhadap pihak 
ketiga. Upacara perkawinan bagi umat 
Hindu paling minim adalah 
terwujudnya “tri upasaksi” yaitu 
manusa saksi (kerabat yang 
menyaksikan), dewa saksi (Sang 
Hyang Widhi) dan Bhuta saksi 
(leluhur), (Artayasa, 1995 : 8). Dengan 
demikian berdasarkan pemaparan di 
atas menjelaskan bahwa suatu 
perkawinan diperlukan acuan atau 
pedoman aturan yang dapat dirujuk 
dari sastra, di mana terdapat 
rangkaian aturan yang berlaku pada 
setiap aktivitas kehidupan masyarakat 
Bali. Bagaimana aturan-aturan 
tersebut ditemukan adalah dengan 
melakukan kajian dari ranah Ilmu 
Filologi yang dapat didekatkan dalam 
Hukum Adat Bali serta dapat 
diterapkan atau diimplementasikan 
pada masyarakat Bali. Jadi tidak ada 
salahnya, ilmu didekatkan dengan 
berbagai aspek kehidupan apalagi 
berhubungan dengan sastra Hindu 
yang kini masih dianggap sakral atau 
magis bagi kalangan generasi usia 
lanjut.  
 
PENUTUP  
Menurut Undang Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
perkawinan diartikan sebagai ikatan 
lahir dan batin antara seorang pria 
dengan seorang perempuan sebagai 
sepasang suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa (sesuai 
pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974). Sedangkan menurut 
perkawinan yang didasari oleh hukum 
Hindu yakni ikatan antara seorang laki-
laki dengan seorang perempuan 
sebagai suami istri dalam rangka 
mengatur hubungan seks yang layak 
guna mendapatkan keturunan anak 
laki-laki dalam rangka menyelamatkan 
arwah orang tuanya. Dalam hal ini 
perkawinan pasangan suami istri akan 
disebut sebagai alakirabi, 
masomahan, atau makurenan. 
Tahapan ini menuntut sepasang suami 
istri menginjak tingkatan dari 
Brahmacari Asrama menuju Grehastra 
Asrama yang disebut juga sebagai 
konsep Catur Asrama. 
Dalam Perkawinan Adat Bali 
diperlukannya hukum sebagai dasar 
penyeimbang dalam melaksanakan 
setiap kegiatan yang akan dilakukan. 
Untuk menyeimbangkan hukum 
Perkawinan Adat Bali ini diperlukan 
ilmu yang mampu mendekatkan 
terhadap sastra-sastra melalui 
pendekatan mimetik, pendekatan 
pragmatik, pendekatan ekspresif, dan 
pendekatan objektif. Pendekatan 
tersebut dapat dibantu dengan ilmu 
Filologi sebagai ilmu pengetahuan 
yang mampu mempelajari teks atau 
naskah dari berbagai konteks terhadap 
sastra dan kebudayaan yang dimiliki 
setiap daerah masing-masing. 
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